
 

      

 

 

BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR 15 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI  

NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN 

JASA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KLATEN, 

 

Menimbang :  bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan standar 

harga satuan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Klaten 

Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati 

Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan 

Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 

Anggaran 2025;  

  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

SALINAN 



 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 



 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6867); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 



 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2083); 



 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 

8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 235); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 

224); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 

2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2024 Nomor 15); 

23. Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan 

dan Aset Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 72); 



 

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2023 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2023 Nomor 48) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 

48 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Nomor 45); 

25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2024 tentang 

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah 

Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 

2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa 

Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 

(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025 Nomor 

14); 

26. Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2024 tentang  

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2024 Nomor 52) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2025 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 

52 Tahun 2024 tentang  Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 

(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025 Nomor 8); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024 

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA 

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 

2025. 



 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Klaten Nomor 

14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan 

Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 

(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Nomor 14) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 

2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa 

Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 (Berita 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025 Nomor 14) diubah 

sebagaimana tecantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. 

 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 2 Juni 2025 

 

BUPATI KLATEN, 

Cap 

 ttd 

HAMENANG WAJAR ISMOYO 

Diundangkan di Klaten  

pada tanggal 2 Juni 2025 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

 Cap 

 Ttd  

JAKA PURWANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 15 

Mengesahkan 
Salinan Sesuai dengan Aslinya  

a.n  SEKRETARIS DAERAH 
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 
u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
             Cap 
      ttd 

SRI RAHAYU  
 


